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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki konstitusi sebagai
pedoman dalam menyelanggarakan negara agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan
bangsa Indonesia didirikan. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi hadir untuk
menjaga nilai-nilai yang ada pada konstitusi sehingga penyelenggaraan negara
tidak melenceng dari tujuan dan cita-cita negara. Konstitusi juga hadir untuk
membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang dan melanggar hak
asasi manusia. Mahkamah Konstitusi hadir dengan empat kewenangan dan satu
kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Meski begitu seiring berkembangnya
zaman kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasa belum bisa melindungi
hak dasar warga negara karena tidak memiliki wewenang constitutional complaint
yakni pengaduan konstitusi atas terlanggarnya hak warga negara terhadap
tindakan atau tidak bertindaknya pemerintahan atau lembaga negara. Melihat data
pada tahun 2022 sebanyak 1.278 kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi
maka dibutuhkan lembaga negara yang menyelesaikan pelanggaran hak asasi
warga negara atas tindakan atau tidak bertindaknya pemerintah atau lembaga
negara. Dengan ini perlunya analisis komparatif terhadap negara yang sudah
menjalankan constitutional complaint guna memahami prosedur pelaksanaan
constitutional complaint.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif dan yuridis
normatif. Untuk pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(library research). Selain itu isi penelitian ini bersifat kualitatif dan menghasilkan
data deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Korea Seletan sudah melaksanakan
constitutional complaint dari awal didirikannya Mahkamah Konstitusi,
kewenangan tersebut juga telah diatur dalam konstitusi Korea Selatan. Terdapat
peluang Indonesia melaksanakan constitutional complaint yakni dengan cara
mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan wewenang
lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut merupakan keniscayaan
politik mengingat prosedur yang panjang dan urgensi pelaksanaan amandemen
yang belum mendesak. Selain itu cukup sulit untuk menyatukan suara pada
lembaga legislatif. Terdapat dua acara yang masih bisa dilakukan untuk
melaksanakan constitutional complaint tanpa melaksanakan amandemen yakni
melalui judicial interpretation dan legislative interpretation.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Amandemen, Hak
Asasi Manusia.
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ABSTRACT

Indonesia, as a legal state, undoubtedly has a constitution as a guide in
organizing the state to align with the ideals and objectives on which the
Indonesian nation was founded. Therefore, the Constitutional Court is present to
safeguard the values embedded in the constitution, ensuring that the governance
of the state stays true to the nation's goals and aspirations. The constitution also
exists to limit the state's power, preventing arbitrary actions and violations of
human rights. The Constitutional Court operates with four authorities and one
obligation in carrying out its duties. However, with the evolving times, it is felt
that the Constitutional Court's authority is insufficient to protect citizens' basic
rights due to the absence of the constitutional complaint authority, which allows
citizens to file complaints regarding violations of their rights by government
actions or inactions.

Considering the data from 2022, which recorded 1,278 cases of human
rights violations, there is a need for a state institution to address such violations
against citizens resulting from government actions or inactions. This necessitates
a comparative analysis of countries that have implemented constitutional
complaints to understand the procedural aspects of their implementation.

This research utilizes a comparative and normative juridical approach, with data
collection conducted through library research. The study's content is qualitative
and yields descriptive-analytical data.

The findings indicate that South Korea has been implementing the
constitutional complaint system since the establishment of its Constitutional
Court, and this authority is explicitly outlined in the South Korean constitution.
There is an opportunity for Indonesia to implement constitutional complaints by
amending the 1945 Constitution to include the authority of the Constitutional
Court. However, this is a political inevitability, given the lengthy procedure and
the lack of urgent necessity for amendment implementation. Additionally,
garnering consensus within the legislative body proves challenging. Two
alternatives to implement constitutional complaints without amending the
constitution are through judicial interpretation and legislative interpretation.
Keywords: Constitutional Court, Constitutional Complaint, Amendment, Human
Rights.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
adalah salah satu langkah menuju perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia,
salah satu perubahan tersebut diimplementasikan dalam sebuah lembaga negara
yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang didesain
sebagai lembaga yang akan mengawal ketentuan hukum agar tidak keluar dari
koridor konstitusi Indonesia dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak
konstitusi masyarakat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi
(Constitutional Court) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung
yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.! Dapat
diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi mimiliki posisi yang sejajar dengan
lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi
Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPR), dan Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR).

Sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengawal tegaknnya
konstitusi Mahkamah Konstitusi dibekali wewenang yakni:?

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

! Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB
IX Kekuasaan Kehakiman.

2 Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.



terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk penjelasan lebih
lanjut terkait wewenang Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu upaya
menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, selain itu juga memberikan
perlindungan terhadap demokrasi dan hak-hak warga negara. Sebagai negara
hukum yang demokratis hak-hak dasar merupakan hal penting yang harus
dilindungi. Sehingga ketika hak-hak dasar terebut merupakan konstitusi dan
sebagai hukum tertinggi di negara maka akan mengikat keseluruhan cabang
kekuasaan negara.’

Seiring dengan berkembangnya dunia hukum wewenang Mahkamah
Konstitusi yang telah diatur pada undang-undang tidak dapat menjawab
kebutuhan masyarakat dalam melindungi hak konstitusi masyarakat. Hal ini dapat
kita lihat banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang tidak

diterima karena diluar wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di

31 Dewa Palguna, “Constitutionsl Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain
serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia”, Makalah disampaikan pada seminar nasional
Universitas Brawijaya, Malang, 21 November 2009. hlm.2



negara lain seperti Korea Selatan kewenangan tersebut diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi.

Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusi adalah pengaduan
atau gugatan yang diajukan oleh perorangan kepada Mahkamah Konstitusi
terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan
terlanggarnya hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.*

Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa
Pengaduan Konstitusi adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-
hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak warga
negara didunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi.’ Dijelaskan pada Article 93 Basic Law Tahun 1949 tentang
wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman Constitutional
Complaint adalah hak perorangan atau kelompok untuk mengajukan petisi yang
berisi bahwa telah terlanggarnya hak konstitusional yang bersangkutan dengan
adanya produk hukum atau putusan pengadilan. Pengaduan konstitusi termasuk
dalam bagian pengujian konstitusional, jika pengujian konstitusional (judicial
review) ditujukan pada lebaga pembuat peraturan atau undang-undang maka
pengaduan konstitusi atau constitutional complaint ditujukan untuk lebaga
eksekutif atau yudikatif dan lebaga dibawah naungan konstitusi Indonesia.

Melihat sejarah awal didirikannya Mahkamah Konstitusi seperti yang

“Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), (Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2020), hlm. 1.

SPalguna, “Constitutional question: Latar belakang dan praktik di negara lain serta
kemungkinan penerapannya di indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Voll. 7:1, (2010),
hlm. 1-20.



sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi bertugas untuk
menjaga tegaknya konstitusi melalui peninjauan kembali terhadap peraturan atau
undang-undang yang telah dibuat oleh DPR yang ternyata melanggar hak-hak
konstitusional warga negara dan beberapa wewenang lainnya. Padahal tidak
selamannya pelanggaran hak-hak konstitusi masyarakat disebabkan kesalahan
undang-undang namun juga kelalaian pejabat publik. Penambahan wewenang
Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusi saat ini
sangat perlu dipertibangkan melihat banyaknya kasus mengenai pengaduan
konstitusi yang timbul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan constitutional complaint oleh lembaga Mahkamah

Konstitusi Korea Selatan?
2. Apa tantangan dan peluang penyelenggaraan constitutional complaint oleh

Mahkamah Konstitusi Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai

berikut:

a. Untuk menjelaskan mengenai penerapan constitutional complaint oleh
Lembaga Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

b. Untuk mengetahui tantangan dan peluang pelaksanaan constitutional complain
oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.

2. Kegunaan



a. Kegunaan Teoritis
Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan dibidang hukum terkait
negara-negara yang sudah menerapkan constitutional complaint salah satunya
Korea Selatan. Selain itu juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti
selanjutnya yang ingin meneliti pokok permasalahan terkait constitiutional
complaint dan mahkamah konstitusi.
b. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
para pejabat negara dalam penambahan wewenang constitutional complaint
oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu juga dapat menambah
wawasan masyarakat terkait perlindungan terhadap hak-hak konstitusi warga
negara.
D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu
yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Telaah
pustaka ini bertujuan memenuhi keterbatasan penyusun terkait informasi terbaru
objek penelitian, selain itu juga untuk membandingkan penelitian yang akan
dilakukan penyusun guna menunjang kebenaran hasil penelitian dan terhindar dari
plagiasi terhadap penelitian terdahulu. Untuk itu penyusun mengupulkan beberapa
hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penyusun yakni
urgensi penerapan Constitutional Complaint dan penerapan dinegara selain
Indonesia seperti Korea Selatan.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Yunita Nurwulantari dan Anna



Erliyana® dalam jurnal yang berjudul “Menibang Model Pengujian Keputusan
Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi
Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan).” Penelitian pada jurnal tersebut
dilatar belakangai adanya kesamaan bentuk negara antara Indonesia dan Korea
Selatan yakni negara kesatuan. Selain itu Korea Selatan juga meiliki lembaga
yang sama seperti Indonesia seperti The Adinistrative Court yang fungsinya
hampir sama seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Korea
Selatan juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenag yang sama
dengan wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan satu penabahan
wewenang yakni menangani perkara pengaduan konstitusional (Constitutional
Complaint). Meskipun PTUN Indonesia menangani perkara terhadap tindakan
pejabat publik yang tidak sesuai undang-undang dan melanggar hak masyarakat,
hal ini dinilai belum menjamin terlindunginya hak-hak konstitusi masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi
sudah seharusnya diberikan wewenang untuk menangani perkara pengaduan
konstitusi.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh M. Rifqi Ramadhaniyansyah’dalam
skripsi yang berjudul “Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam

Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Penelitian pada skripsi

¢ Yunita Nurwulantari dan Anna Erliyana, “Menibang Model Pengujian Keputusan
Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan
Korea Selatan),” Jurnal Konstitusi, Vol. 18:1, (Maret 2021).

7 M. Rifqi, “Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam Rangka Perlindungan
Hak Konstitusional Warga Negara,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember (2023).



ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hak konstitusi warga negara
dapat menggunakan mekanisme constitutional complaint dengan mengacu pada
pengujian konstitusi yang sebenarnya terdapat mekanisme constitutional
complaint didalamnya. Selain itu mengacu pada negara-negara yang sudah
melaksanakan constitutional complaint bahwasanya konsep constitutional
complaint merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua mekanisme
agar constitutional complaint dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yakni dengan penafsiran formal terhap UUD 1945 terkait
wewenang Mahkamah Konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi Repulik Indonesia. Yang kedua dengan penafsiran konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus-kasus konkret. Lalu yang
ketiga menggunakan asas ius curia novit yang mana para hakim dianggap tahu
semua tentang hukum sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan constitutional complaint yang masuk.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Tanto Lailam, Putri Anggia, dan
Irwansyah® ~ yang berjudul “The Proposal of Constitutional Complaint
for the Indonesian Constitutional Court.” Penelitian pada jurnal ini menghasilkan
baahwa constitutional complaint merupakan perwujudan dari nilai-nilai konstitusi
dalam negara hukum yang mana Pancasila sebagai ideologi negara, selain itu
constitutional complaint juga menyempurnakan prinsip checks and balances,
menjadi basis perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mewujudkan

pemerintahan yang baik. Penambahan wewenang constitutional complaint oleh

8 Tanto Lailam dkk, “The Proposal of Constitutional Complaint
for the Indonesian Constitutional Court,” Jurnal Konstitusi, Vol. 19:3, (September 2022).



Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan amandemen UUD 1945
ataupun penafsiran non origanis dan perubahan undang-undang Mahkamah
Konstitusi. Objek constitutional complaint memiliki beberapa batasan
diantaranya: pengadilan, tindakan penyelengara negara dalam penafsiran
konstitusi dan undang-undang, Ketetapan MPR, dan lainnya.

Rujukan keempat yakni penelitian yang dilakukan oleh Harry Setya
Nugraha’ dengan judul “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Untuk Memutus Constituional Complaint.” Dari jurnal tersebut dihasilkan bahwa
bahwa terdapat empat alasan mendasar mengapa constitutional complaint harus
diterapkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia yakni Pertama, pemberikan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan constitutional complaint
merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga negara. Kedua,
negara harus bisa menjamin bahwa hak warga negara dilindungi dan aman karena
Indonesia merupakan negara yang hukum yang demokratis. Ketiga, sudah banyak
kasus permohonan yang masuk pada prosedur judicial review padahal
permohonan tersebit merupakan permohonan constitutional complaint sehingga
berakhir tidak dapat diterima. Keempat, pemberian wewenang constitutional
complaint kepada Mahkamah Konstitusi merupakan wujud ikhtiar pemerintah
dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak warga negara.

Telaah pustaka yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh

Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, dan Melisa Ambarita'® dalam jurnal yang

% Harry Setya Nugraha, “Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk
Memutus Constituional Complaint,” Amanna Gappa, Vol. 29:2, (2021).

10 Supriardoyo Simanjuntak dkk, “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap



berjudul “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question
Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional
Warga Negara.” Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa perkembangan
hukum progresif dan berkelanjutan membutuhkan sebuah dobrakan guna
melindungi hak konstitusi warga negara yakni dengan memperluas wewenang
Mahkamah Konstitusi yakni dengan menambahkan wewenang Constitutional
Question dan Constitutional Complaint. Untuk memenuhi keadilan substantif dan
fakta empiris penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam
menyelesaikan perkara Constitutional Complaint dan Constitutional Question
dapat dilakukan dengan merumuskan penambahan wewenang dalam pasal 24 C
ayat (1) UUD 1945.

Adapun yang membedakan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan
penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan
apabila constitutional complaint dilaksanakan di Indonesia mengingat terdapat
beberapa lembaga pemerintahan yang nantinya akan bersinggungan dengan
kewenangan constitution complaint seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
dan Ombudsmen. Selain itu juga adanya komparasi sistem pelaksanaan
constitutional complaint di Korea Selatan.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori merupakan modal dasar dalam sebuah penelitian yang berisi
gambaran atau rencana penelitan yang akan dilakukan. Nantinya kerangka teori

akan melimitasi topik bahasan penelitian yang relevan dengan pokok

Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak
Konstitusional Warga Negara,” Legislatif, Vol. 4:2, (Juni 2021).



permasalahan penelitian. Kerangka teori sangat dibutuhkan dalam merumuskan
metode penelitian, pengolahan data, menentukan variable-variabel penelitian, dan
menganalisis hasil penelitian.
1. Teori Konstitusi
Dekalarai Indonesia sebagai negara hukum dicantumkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara Indonesia.
Konstitusi memiliki banyak makna sesuai dengan negara yang mengadopsinya.
Ada negara yang memaknai bahwa konstitusi merupakan peraturan yang terus
berkembang sesuai dengan adat kebiasaan ketatanegaraan. Namun juga ada
negara yang memaknai bahwa konstitusi adalah landasan negara yang memuat
tujuan dan cita-cita sebuah negara sehingga harus diaplikasikan dalam
ketatanegaraan.
Berikut pengertian konstitusi menurut para ahli:

a. K. C. Wheare

Konstitusi merupakan keseluruhan sistem kumpulan peraturan dalam sebuah

negaara untuk mengatur pemerintahan suatau negara.
b. Herman Heler

Konstitusi tidak hanya sebuah undang-undang dasar namun memiliki makna

lebih luas dari itu. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis namun juga

sosiologis dan politis.
c. C.F. Strong

Konstitusi merupakan kumpulan asas yang mengatur tentang

penyelenggaraan kekuasaan negara hak-hak pemerintah, hubungan antara

10



pemerintah dan warga negara, dan menyangkut hak-hak asasi manusia.

d. F.Lasalle
Secara yuridis konstitusi merupakan kumpulan peraturan sehingga sama
dengan undang-undang dasar, sedangkan secara sosiologis dan politis
konstitusi merupakan kerangka bangunan sebuah negara dan sendi
pemerintahan sehingga memiliki makna lebih luas dari sebuah undang-
undang dasar.

Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam perlindungan hak
asasi manusia, karena merupakan dasar hukum yang menetapkan landasan
prinsip-prinsip mendasar yang menjamin hak-hak individu. Dalam banyak negara,
konstitusi menyediakan rangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak
tersebut, termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak
privasi, dan hak-hak lainnya. Dokumen konstitusi menciptakan batasan kekuasaan
pemerintah dan menetapkan sistem peradilan yang independen untuk menegakkan
prinsip-prinsip hak asasi manusia. Konstitusi juga mendorong pembentukan
lembaga-lembaga khusus, seperti komisi hak asasi manusia, yang bertugas
mengawasi pelanggaran hak asasi dan memberikan perlindungan kepada warga
negara.

Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai instrumen yang dapat dijadikan
acuan untuk membangun budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi dapat membentuk pandangan
masyarakat terhadap hak asasi manusia, mengingatkan pemerintah untuk

menghormati kebebasan dan martabat setiap individu. Konstitusi bukan hanya
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sebuah dokumen hukum statis, tetapi juga menciptakan mekanisme untuk
perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai
universal. Dengan demikian, melalui peran konstitusi, negara dapat menciptakan
lingkungan hukum yang mendukung dan melindungi hak asasi manusia, menjadi
dasar yang kokoh untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia
secara universal.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum tentunya berhubungan erat dengan hak
asasi manusia. dalam negara hukum seluruh hal yang ada akan diatur dengan
hukum termasuk para pemimpin negara dan pemerintahan. Disisi lain untuk
melindungi hak-hak warga negara tentunya terdapat hak asasi manusia yang harus
diatur dalam hukum. Indonesia memaknai hak asasi manusi sebagai seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.'!

Hak asasi manusia memiliki makna penting bagi Indonesia, dengan serius
dituangkan dalam berbagai dokumen konstitusi dan hukum negara. Indonesia
mencermikan keseriusan terhadap hak asasi manusia dengan mencantumkan
dalam konstitusi (UUD 1945) yang mana dijelaskan prinsip-prinsip dasar hak
asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki peran penting bagi Indonesia untuk

menjadi negara hukum yang adil, berkeadilan, dan berbudaya. Dapat diartikan

' Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886
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bahwa hak asasi manusia bukan sekedar prinsip hukum namun juga nilai-nilai
yang mengakar dalam kehidupan sosial politik Indonesia.

Sebagai bapak hak asasi manusia John Locke berasumsi bahwa meskipun
terdapat sekumpulan masyarakat yang bersatu dan memiliki kesepakatan atau
perjanjian dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, masyarakat tetap memiliki
hak alamiah (natural rights) sebagai hak-hak asasinya. Negara tidak memiliki hak
untuk mengganggu atau merampas hak-hak alamiah diantaranya life, liberty,
property. Pada buku Two Treaties of Civil Government John Locke:

but though men when they enter into society give up the equality, Liberty
and executive power they had in the state of nature into the hands of society, to be
so far disposed of by the legislative as the good Society shall require, yet it being
only with the intention in everyone to the better preserve himself, his Liberty and
property, the power of the Society or legislative constitute by them can naver be
supposed to extend further than the common good but is obliged to secure
everyone's property by providing against those three defects above mentioned that
made the state of nature an uneasy. ">

Terdapat empat prinsip dalam hak asasi manusia yakni wuniversality,
indivisibility, interdependent, dan interrelated. Penjelasan sederhana dari prinsip
tersebut adalah:'?

a. Prinsip Unversality

Prinsip ini menjelaskan bahwa semua orang didunia ini dengan berbagai

kondisi yang beragam memiliki hak yang sama. Hal ini ditegaskan dalam

Deklarasi Wina Pasal 5 tentang program aksi yg berbunyi “semua hak asasi

12 Clarence Morris (eds), The great Legal Philosophers, (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1979), him. 152.

13 Aprita Serlika dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2020), hlm. 76.
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manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (all human
rights are universal, indivisibile, interdependent, and interrelated)”.
b.  Prinsip Indivisibility

Pada dasarnya semua manusia memiliki hak asasi yang sama dan penting
sehingga tidak diperkenankan untuk mengeluarkan atau mengambil hak-hak
tertentu dari bagian hak asasi manusia pada diri seseorang. Dapat dicontohkan
bahwa seseorang tidak bisa hanya menerima hak sosial tanpa menerima hak
politik.

c. Prinsip Interdependent

Dalam prinsip ini dapat dimaknai bahwa setiap hak akan saling bergantung
dengan hak lain. Contohnya hak pekerjaan akan bergantung dengan hak
Pendidikan yang didapat.

d. Prinsip Interrelated

Dapat dimaknai bahwa satu hak dengan hak lainnya saling berkaitan,
seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak memeluk agama, dan hak-hak
lainnya adalah hak yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Apabila
terdapat satu hak yang dilanggar maka terlanggar hak-hak lainnya.

Hak asasi manusia merupakan fondasi utama keadilan dalam masyarakat.
Dengan menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan setara
sehingga tidak dapat dicabut tanpa alasan termasuk sebuah negara.hak asasi
manusia merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan dalam
masyarakat.

Berbicara terkait hak asasi manusia dalam sebuah negara tentunya tidak
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bisa dilepaskan dari kata demokrasi. Hak asasi manusi menjadi mdal dasar dalam
menjaga hak warga negara dalam menjalankan demokrasi dan menjaga
perlindungan individu dalam jalannya pemerintahan. Demokrasi juga menjadi
wadah warga negara untuk menyuarakan hak-hak asasi manusia serta memastikan
bahwa kebijakan pemrintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
3. Teori Kelembagaan Negara

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut
staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara,
badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia , kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan
menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau
organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan
suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial
yang berstruktur.'* Staatsorgaan juga dapat diartikan sebagai alat perlengkapan
negara namun dengan seiring perkembangan politik dan hukum perlengkapan
negara lebih familiar digunakan istilah Lembaga negara, organ negara, dan badan
negara.'®

Menurut Montesquieu terdapat tiga cabang kekuasaan dalam struktur
pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif. Untuk cabang kekuasaan

eksekutif terbagi menjadi dua yakni eksekutif yang berhubungan dengan

14 Jimly Asshiddigie, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah
Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61.

15 Jimly Asshiddigie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), him. 31
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pembentukan hukum atau undang-undang dan yang kedua eksekutif yang
berhubungan dengan pelaksanaan hukum sipil.!® Lee Cameron McDonald
berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Montesquieu kekuasaan eksekutif yang
berhubungan dengan pelaksanaan hukum sipil ini tidak lain adalah judiciary.
Dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa tiga fungsi kekuasaan ada legislatif,
eksekutif, dan judiciary.

Apabila berbicara tentang teori kelembagaan negara tidak bisa dilepaskan
dari prinsip pembagian kukasaan negara (Separation of Powers). Tujuan adanya
prinsip tersebut untuk mencegah adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang oleh penguasa, dan harapannya hak asasi para warga masyarakat lebih
terjamin. Hak-hak masyarakat akan lebih terjamin apabila fungsi kekuasaan
negara tidak hanya dipegang oleh satu badan, akan tetapi dibagi dengan beberapa
badan atau organ yang terpisah. Hal ini telah tercermin dalam trias politika yang
mana legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, lalu
pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif akan menjadi
kewenangan eksekutif, untuk pengawasan dan control pelaksanaan undang-
undang menjadi wewenang yudikatif.!”

Pada masing-masing cabang pemerintah harus dibatasi pada pelaksanaan
fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang

yang lain. Selain itu, untuk yang mengisi ke tiga agen pemerintahan ini harus

16 Jimly Asshiddigie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), him 34

17 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jendral
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 56.
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tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang
diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang.
Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (check) cabang yang lain dan
tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara.'®
Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu
ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia
malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan
memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu
diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (check and balance).
Operasionalisasi dari teori check and balance menurut fuadi, dapat dilakukan
melalui:"
a. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu
cabang pemerintahan.
b. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepad lebih dari satu
cabang pemerintahan.
c. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang
lainnya.
d. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang
pemerintahan lainnya.

e. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila

18 Jimly Assiddigie, Konstitusi dan Ketatanegaraan, (Jakarta: The Biography Institute,
2007), hlm 40.

19 Jimly Assiddiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan, (Jakarta: The Biography Institute,
2007), hlm 55.
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ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam menemukan sebuah
data untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian
itu didasarkan pada ciri-ciri keilmun, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.
Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk
akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang
dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat
mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses
yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang
bersifat logis.?’ Dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian
harus memenuhi kriteria rasional, empiris, dan sistematis dan memiliki kevalidan,
arti kata valid disini yakni adanya ketepatan antara data pada obyek penelitian
dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.
1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode pencarian data yang digunakan
yakni studi kepustakaan (/ibrary research). Data yang dikumpulkan bersumber
dari data tertulis, untuk menghasilkan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan
masalah penelitian peneliti akan mempelajari dan menganalisis data dari berbagai
literatur seperti jurnal, buku, majalah, undang-undang, dan lain lain. Studi
kepustakaan bertujuan memaksimalkan bahn dan teori yang berkaitan dengan

pokok permasalahan penelitian dan menentukan arah dan tujuan penelitian.

20 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 3.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan
menghasilkan data yang berbentuk deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat
dimaknai dengan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek
penelitian yang telah dikumpulkan dari data atau sampel tanpa adanya analisis dan
dibuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analitis tidak
tertuju untuk menguji hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya
tentang suatu keadaan. Penelitian ini nantinya akan fokus dengan kondisi
kelembagaan Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap wacana penambahan
wewenang constitutional complaint dan dibandingkan dengan Mahkamah
Konstitusi Korea Selatan yang sudah menerapkan Constiturional Complaint
terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa deskriptif analitis adalah hasil
penelitian berupa data dan sampel terhadap sebuah masalah yang berupa
kesimpulan.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dan
yuridis normatif yang mana akan berfokus pada perbandingan asas-asas hukum,
sistematika hukum, sinkronasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
Tentunya data yang diperoleh bersumber dari daftar Pustaka atau data sekunder
4. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian melalui setudi kepustakaan yakni data
sekunder dan data lain yang akan menunjang analisis pokok permasalahan

penelitian. Data sekunder akan diperoleh dari:
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa peraturan atau undang-
undang terkait pokok permasalahan penelitian, diantaranyan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undangg Nomor 24 Tahun 2003
dan perubahannya, naskah komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Republik Indoneasi 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN
dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, South Korea, Korea (Republic of)’s Constitution of 1948 with
Amendments through 1987. South Korea, Constitutional Court Act of Korea.
South Korea, Act No. 15490 of 2018 concerning Court Organization.
b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber antara lain
karya tulis, buku yang relevan dengan tema skripsi, pendapat para ahli, dan
literatur-literatur lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
studi kepustakaan (library research). Prosedur pengumpulan data dimulai dengan
mencari literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan. Lalu dilanjut
dengan mengkaji dan menelaah literatur yang sudah dikumpulkan untuk disajikan
dalam sebuah kesimpulan.
6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisa data
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yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan
dapat melalui teknik analisis data sebagai berikut pertama analisis isi dan analisis
deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan secara jelas tentang arah dan tujuan dari
penelitian ini, maka berikut ini penulis paparkan mengenai sistematika dalam
penyusunan skripsi ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berupa tinjauan terhadap hak
konstitusional warga negara, mahkamah konstitusi, constitutional complaint,
lembaga ombudsmen, dan pengadilan tata usaha negara.

Bab tiga berisi uraian tentang Mahkamah Konstitusi dan constitutional
complaint Korea Selatan. Data yang diperoleh merupakan hasil analisis data yang
bersumber dari literatur-literatur.

Bab keempat pembahasan mengenai penerapan constitutional complain di
Korea Selatan dan bagaimana tantangan dan peluang penerapan constitutional
complaint di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup berupa kesimpulan dan saran

bagaimana kebijakan pelaksanaan constitutional complaint.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan
dicantumkan dalam konstitusi Korea Selatan sebagai salah satu wewenang
Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2)
The Constitutional Court Act of Korea terkait dua jenis constitutional complaint
yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dua jenis tersebut
adalah pengaduan yang didasari pelanggaran terhadap hak dasar warga negara
atas pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kekuasaan negara. Jenis
constitutional complaint yang kedua adalah pengaduan terkait penolakan
pengadilan biasa dalam peninjauan konstitusionalitas undang-undang yang
digunakan dalam persidangan. Terdapat dua objek dalam constitutional complaint
di Korea Selatan yakni perbuatan penyelengara yang melanggar hak dasar waga
negara dan penolakan pengadilan dalam peninjauan konstitusionalitas undang-
undang. Sedangkan untuk subjek constitutional complaint hanya diberikan pada
natural person dan tidak berlaku untuk badan hukum. Terdapat tuju tahapan untuk
mengajukan permohonan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Korea
Selatan, dan perlu digaris bawahi bahwa untuk mengajukan constitutional
complaint ke Mahkamah Konstitusi Korea Selatan harus melalui proses atau
upaya hukum yang disediakan sehingga constitutional complaint di Mahkamah
Konstitusi merupakan jalur terakhir untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Di Indonesia, belum ada prosedur constitutional complaint untuk
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menangani pelanggaran hak dasar warga negara karena Mahkamah Konstitusi
tidak memiliki wewenang untuk itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun,
meningkatnya permasalahan baru terkait pelanggaran hak konstitusional oleh
kekuasaan negara memperlihatkan perlunya kewenangan constitutional complaint.
Pada 2022, terdapat 1.278 kasus pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori
Undang-Undang Dasar 1945, serta permohonan yang sebenarnya merupakan
constitutional complaint. Kendati demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi
terbatas menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan solusi utamanya adalah
melakukan amandemen undang-undang. Namun, amandemen ini memerlukan
dukungan politik yang luas, serta kesatuan pendapat di kalangan legislatif, yang
tidak mudah tercapai karena perbedaan pendapat dan kepentingan. Alternatif
lainnya adalah menggunakan metode judicial interpretation dan legislative
interpretation untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa amandemen Undang-

Undang Dasar 1945.

110



B. Saran

Saran yang diberikan pada pemirintahan apabila constitutional complaint
diterapkan di Indonesia dapat berkaca dari pelaksanaan constitutional complaint
di Korea Selatan. Yakni Mahkamah Konstitussi merupakan jalur terakhir untuk
menempuh perkara constitutional complaint. Hal ini dapat diimplementasikan
dalam pelaksanaan constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi
Indonesia mengingat jumalah hakim yang terbatas dan adanyanya penambahan
mengadili sengketa pilkada sehingga meminimalisir penumpukan perkara.
Dengan ini lembaga peradilan lainnya juga harus siap untuk menerima perkara
constitutional complaint. Penambahan tugas tersebut juga perlu diatur melalui
peraturan yang dapat dibuat menggunakan metode omnibus law. Peraturan
tersebut nantinya mengatur mengenai lembaga apa saya yang akan menyediakan
upaya hukum untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint, lalu apa

saja objek dan subjeknya, dan bagaimana prosedurnya.
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